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ABSTRAK 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KOTA MEDAN 

 

Irza Shalsabila 

Akuntansi 

Email : irzashlsbl17@gmail.com  

 

Kesadaran dan kesungguhan wajib pajak hiburan sangat penting dalam 

penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan 

dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan 

wawancara yang didapatkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan bidang Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang 

berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan 

terjadi ketidakberhasilnya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga 

tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif. Dengan 

demikian diperlukannya upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu 

dengan cara yang melakukan intensifikasi untuk meningkatkan kesadaran kepada 

wajib pajak hiburan, kemudian cara ekstensifikasi yaitu melakukan pendataan 

atau pengawasan terkait wajib pajak hiburan belum terdaftar dan belum 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan cara-cara seperti itu 

akan meningkatkan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan.  

 

Kata kunci  : Pajak Hiburan, Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KOTA MEDAN 

 

Irza Shalsabila 

Accounting  

Email : irzashlsbl17@gmail.com  

 

Awareness and seriousness of entertainment taxpayers is very important in 

receiving entertainment taxes to increase Medan City's Original Regional 

Revenue. The purpose of this study is to find out and analyze the efforts made by 

the Medan City Government to optimize and increase entertainment tax revenues 

in increasing Medan City's Original Revenue. This study uses a descriptive 

qualitative method. Data collection techniques were carried out with 

documentation and interviews obtained from the Medan City Regional Tax and 

Retribution Management Agency in the field of Entertainment Tax. Based on the 

results of research conducted, it shows that entertainment tax revenue is included 

in the criteria that it is very less contributing to increasing Medan City's Regional 

Original Income, and there is an unsuccessful growth rate of entertainment tax 

revenue, so that the level of effectiveness of the entertainment tax is in the less 

effective criteria. Thus, efforts are needed to increase entertainment tax revenues, 

namely by means of intensification to increase awareness of entertainment 

taxpayers, then extensification methods, namely collecting data or monitoring 

related to entertainment taxpayers who have not been registered and have not 

carried out their tax obligations. So that in such ways it will increase 

entertainment tax revenue to Medan City's Original Regional Revenue. 

 

Keywords: Entertainment Tax, Revenue, Local Revenue   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah agar dapat melaksanakan 

otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, 

Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya 

dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan 

UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 ini diharapkan dapat lebih 

mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. 

Dalam UU tersebut pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 

daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta 

adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Penerimaan pajak 

memberi andil yang besar dalam penerimaan negara untuk memberikan 

kesehjateraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di 

berbagai sektor (Hanum, 2018). 

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal 

dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja 

daerah, juga untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari 

Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
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memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah pajak 

hiburan. Pajak hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah guna mendukung kesinambungan pembangunan kota Medan. Dikenal 

sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Sumatera Utara khusunya kota 

Medan, memiliki potensi wisata yang tak boleh dipandang sebelah mata. Kota 

Medan dikenal sebagai kota yang memiliki beragam pesona wisata, mulai dari 

wisata alam, budaya, sejarah, hingga kuliner khas. Tak hanya menawarkan pesona 

yang mengagumkan, masing-masing tempat wisata berikut juga memiliki kisah 

serta keunikan yang menarik untuk diketahui. Hal ini meyebabkan kota Medan 

memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan asing. Dengan 

banyaknya wisatawan asing yang datang ke Kota Medan pemerintah bekerja sama 

dengan pihak-pihak swasta untuk mengadakan berbagai macam jenis dan tempat 

hiburan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan asing. Dengan 

demikian, akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Medan. 

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang 

diandalkan Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan, juga merupakan 

salah satu sumber pendapatan pajak nomor 3 paling besar di Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 Pasal 1 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan 

definisi hiburan sendiri menurut peraturan perundangan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan 
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dipungut bayaran  Berikut ini adalah daftar jenis pajak hiburan daerah Kota 

Medan. 

Tabel I.1 

Jenis Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2017-2021 

 

No Jenis Pajak Hiburan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tontonan Film 16 20 23 18 22 

2 Pargelaran Musik/Tari Busana 28 32 40 5 116 

3 Diskotik 17 18 19 6 13 

4 Karaoke 96 96 99 6 35 

5 Klub Malam  0 0 0 0 0 

6 Sirkus/Akrobat/Sulap 3 3 3 12 5 

7 Permainan Billyar 169 169 169 43 12 

8 Permainan Ketangkasan 120 123 130 32 53 

9 Panti Pijat/Refleksi 128 133 138 36 61 

10 Mandi Uap/SPA 101 106 111 0 36 

11 Pertandingan Olahraga 9 10 10 0 8 

12 Kolam Renang/Taman Rekreasi 19 19 19 0 0 

13 Permainan Internet 0 0 0 0 0 

14 Salon Kecantikan/Wisma Pangkas 0 0 0 0 0 

15 Pusat Kebugaran/Fitness Center 19 21 23 10 0 

 Total 725 750 784 195 370 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Jika dilihat dari jenis pajak hiburan diatas, jumlah pajak hiburan pada 

tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Jenis pajak hiburan yang menurun 

signifikan terjadi pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyak 

tempat-tempat hiburan yang tidak beroperasional lagi. 

Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Derah dan pajak hiburan. Setiap tahunnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan memiliki anggaran yang harus dicapai akan tetapi realisasi 

belum tentu melebihi target.  
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Tabel I.2 

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah) 

 
Tahun Target Realisasi 

2017 38.808.417.000 37.725.171.779 

2018 43.000.000.000 43.079.908.039 

2019 45.300.000.000 43.768.753.146 

2020 32.530.000.000 14.648.947.982 

2021 27.397.852.130 11.145.988.400 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Berdasarkan tabel I.3 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017-2019 

penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020-2021 

penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan. Penerimaan pajak hiburan ada 

yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, wajib pajak hiburan mempengaruhi 

penerimaan pajak hiburan, semakin sedikit wajib pajak hiburan maka semakin 

sedikit juga penerimaan pajak hiburan, begitu juga sebaliknya. Tentunya hal 

tersebut juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 

 

Tabel I.3 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 

(dalam Rupiah) 

 
Tahun Target Realisasi 

2017 1.392.127.546.952 1.380.349.594.488 

2018 1.408.770.116.276 1.308.458.605.694 

2019 1.616.553.386.786 1.463.915.001.282 

2020 1.339.862.441.000 1.183.705.744.101 

2021 1.731.934.904.956 1.528.643.673.796 

 Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Pada data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan diatas, 

terjadi naik turun atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan disetiap 

tahunnya. Tahun 2017-2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tidak 

ada yang mencapai target. Penurunan tersebut akan berakibat pada pelaksanaan 
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otonomi daerah karena merupakan pokok utama pembangunan daerah. Menurut 

Halim (2020) dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah adalah suatu kemestian bagi Pemerintah Daerah sebagai wujud dan 

tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu, diharapkan 

Pendapatan Asli Daerah harus meningkat karena semakin besar Pendapatan Asli 

Daerah yang dihasilkan maka semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh 

Pendapatan Asli Daerah sehingga memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi.  

Dari data-data yang telah dijelaskan tersebut, terlihat jelas penerimaan 

pajak hiburan belum optimal. Karena diduga realisasi system pemungutan yang 

kurang efektif serta banyak wajib pajak hiburan yang seharusnya kena pajak 

terlepas dari pengawasan aparatur pemungut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan. Kurangnya kesadaran dan kesungguhan wajib pajak hiburan 

dalam membayar kewajiban perpajakannya dan melaporkan usahanya. Hal itu 

juga yang menjadi penyebab utamanya, karena mempengaruhi tingkat penerimaan 

pajak hiburan sehingga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hiburan. 

Berdasarkan uraian data dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul. “Analisis Penerimaan Pajak Hiburan 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi 

bahwa permasalahannya sebagai berikut :  

1. Jenis pajak hiburan yang paling banyak pada tahun 2017-2021 adalah 

permainan billiyar dan mengalami penurunan. 

2. Penerimaan pajak hiburan belum mencapai target dan belum optimal 

karena kurangnya kesadaran dan kesungguhan wajib pajak untuk 

membayar dan melaporkan usahanya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota pada Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk 

mengingkatkan penerimaan Pajak Hiburan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui penerimaan Pajak Hiburan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan 

dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari menelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis 

sehingga memperoleh pengetahuan mengenai penerapan perpajakan. 

 

2. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tentang bagaimana cara 

mengoptimalisasikan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

pendapatan. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori sebagai pembanding. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh 

Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara 

langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

 

Ada pula beberapa pengertian pajak yang didefinisikan oleh 

beberapa ahli, antar lain sebagai berikut: 

a. Soemitro (2021), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk 

membayuar pengeluaran umum.  
b. Hanum (2020), pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 
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c. MJH.Smeets (2018), pajak adalah prestasi kepada pemerintah 

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukkan secara individual. 

 

Sesuai dengan uraian diatas, pajak adalah kewajiban yang 

sifatnya memaksa bagi pihak perorangan atau badan yang diharuskan 

membayar pungutan wajib pajak dan tidak akan mendapatkan imbalan 

apapun, melainkan pihak-pihak tersebut akan merasakan manfaatnya 

dalam bentuk penyedian fasilitas umum yang diberikan oleh Negara. 

Dikarenakan uang iuran pajak tersebut akan masuk kedalam pos 

pendapatan Negara dan nantinya akan menjadi ‘uang belanja’ untuk 

memenuhi kebutuhan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara merata. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terbagi ke dalam beberapa macam kategori sesuai 

dengan tujuan penggunaannya. Secara umum macam-macam dari fungsi 

pajak tersebut antara lain : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pungutan wajib pajak yang dihasilkan akan digunakan untuk 

membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan 

kebutuhan Negara. Kebutuhan tersebut antara lain pembiayaan 

kegiatan rutin, belanja barang Negara, belanja pegawai, anggaran 

pembangunan, pemeliharaan, dan sebagainya. 
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Selain itu, fungsi pungutan ini juga bertujuan untuk 

menyeimbangkan pengeluaran dan oemasukan Negara agar tidak 

timpang. 

 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berperan dalam membantu tugas Pemerintah untuk 

mengelola ekonomi Negara. Maka, fungsi mengatur pada 

pungutan pajak adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat 

dan mengatur kebijakan Negara dalam sektor ekonomi dan sosial.  

Selain itu, fungsi mengatur pada pungutan ini adalah untuk 

menghambat laju inflasi agar dapat memberikan perlindungann 

terhadap harga barang. 

 

c. Fungsi Pemerataan atau Redistribusi Pendapatan 

Semua pungutan pajak yang dibayar akan dialokasikan untuk 

pembangunan Negara secara merata. Fungsi ini akan 

menyeimbangkan antara pembagian pendapatan Negara dengan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan Negara yang digunakan untuk keperluan yang 

dibutuhkan suatu daerah, nantinya akan mendapat sumber 

penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat juga ikut 

meningkat. 
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d. Fungsi Stabilitas 

Pajak akan mejadi sumber dana bagi Pemerintah untuk 

melaksanakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan 

menjaga stabilitas harga seperti, mengatasi masalah inflasi, 

penetapan nominal pungutan pajak, kebijakan peredaran uang, 

dan lain-lain. 

 

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Setiap apa yang berjalan di bawah dunia pemerintahan 

pastinya terdapat suatu ketentuan yang berguna untuk mengatur dan 

berguna sebagai acuan dalam pemberlakuan hal tersebut. Tidak 

terkecuali dengan dunia perpajakan, perpajakan pun terdapat setiap 

ketentuan ataupun persyaratan guna untuk memperlancar proses dari 

perpajakan tersebut. 

Persyaratan perpajakan tersebut merupakan prinsip dasar yang 

harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. 

Dengan sejumlah persyaratan yang ada, maka setiap aktivitas dalam 

pemungutan pajak ini akan diwajibkan untuk menerapkan setiap 

persyaratan tersebut, karena jika tidak ada ketentuan tersebut maka 

pemungutan pajak yang terjadi akan sangat mudah mengalami 

kendala bahkan sampai melenceng dari target pajaknya. Berikut 

terdapat 5 persyaratan dalam pemberlakuan pemungutan pajak di 

Indonesia, diantaranya adalah : 
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1. Keadilan (Pajak harus Adil)  

Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak. Landasan keadilan disini  merupakan 

syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial 

yang dimaksud, yaitu wajib Pajak mempunyai hak dan 

kewajiban yang telah diatur didalam undang-undang, setiap 

warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar 

pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran 

pajak. 

2. Yuridis (Perpajakan harus Berdasarkan Hukum) 

Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan 

hukum yang berlaku seperti apa yang telah  tercantum 

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur 

tentang ketentuan perpajakan umum.  

3. Ekonomis (Pajak tidak akan mempengaruhi Perekonomian 

Nasional) 

Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan 

ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan 

ataupun penurunan ekonomi nasional, seperti misal dalam 

kasus pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau 

kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung. 
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4. Finansial (Perpajakan harus Efisien)  

Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilakukan secara 

efisien dan efektif sehingga nantinya  hasil yang diperoleh 

dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien disini 

berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus 

dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan 

biaya minimal. Sedangkan secara efektif disini berarti 

mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa 

membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah 

dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga 

berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak 

harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima 

kas negara. 

5. Sederhana (Sistem Pajak harus Sederhana) 

Sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana 

dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan 

pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak 

melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu 

penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat. 
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2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu, 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak 

yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat sedangkan 

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. Pada sistem pemungutan pajak itu sendiri 

terdapat 3 (tiga) jenis sistem pungutan pajak daerah yang 

berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 

a. Self Assessment System 

Aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya 

pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara 

pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk 

melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak 

sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) setempat maupun melalui sistem 

online. 

b. Official Assessment System 

Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan 

besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan 

yang menjadi pungutan wajib pajak kepada seorang wajib 

pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat 

ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib 

pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut 

sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat 



16 
 

 

ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk 

menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya 

perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. 

c. Withholding System 

Berupa sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung 

melalui pihak ketiga. Jadi, bukan wajib pajak atau aparat 

yang berkaitan dengan pajak yang menghitung besarnya 

pajak ini, melainkan pihak ketiga, seperti perusahaan yang 

melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang 

diperoleh. 

 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.2.1  Pengertian Pendapat Asli Daerah (PAD) 

  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi. Sumber 

penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan 

pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan 

dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Hafsah & Loka, 

2021). 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli 

daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah 

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah.  

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari 

segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan 

tehadap Pemerintah Pusat adalah dengan melihat komposisi dari 

Penerimaan Daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan 

Asli Daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah 

untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil 

komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka 

ketergantungan terhadap pusat semakin besar, sedangkan dampak 

yang dirasakan masyarakaat dengan adanya peningkatan penerimaan 

pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. 

Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah 

pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas 

lainnya. 

 

 2.1.2.2  Sumber Pendapatan Asli Daerah  

  Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-

masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan 
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pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah 

merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang 

bersangkutan, yang terdiri: 

 

1. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak 

yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:  

a. Pajak Hotel  

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame  

e. Pajak Penerangan Jalan  

f. Pajak Parkir  

g. Pajak Air Tanah 

h. Pajak Sarang Burung Walet  

i. Pajak Bumi dan Bangunan  

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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2. Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah 

retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah 

sebagai pembayaran pemakaian atau karena memproleh jasa 

atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa 

usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang 

diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.  

Banyak yang mengira bahwa retribusi daerah dengan pajak 

daerah sama. Namun, pernyataan tersebut juga tidak salah. 

Persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan sumber 

penerimaan daerah, yang membedakan keduanya adalah 

retribusi daerah merupakan imbalan atas pelayanan yang 

diberikan pemerintah daerah sedangkan pajak daerah 

merupakan pungutan yang berasal dari penghasilan aktivitas 

tertentu. Jadi, selama suatu badan atau individu menggunakan 

fasilitas pemerintah daerah tanpa menghasilkan keuntungan, 

Mereka tetap dikenakan retribusi daerah. 

 

3. Bagian Laba Usaha Daerah  

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah 

yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain 

berasal dari BPD, Perusahaan Daerah dan penyertaan modal 

daerah kepada pihak ketiga.  
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah lain-lain 

pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan 

daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan 

asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh 

pemerintah daerah dari barang jasa atau jasa yang dimiliki 

pemerintah. 

 

2.1.3 Pajak Hiburan 

 2.1.3.1  Pengertian Pajak Hiburan 

  Menurut Peraturan Daerah kota Medan nomor 7 tahun 2011 

Pasal 1 tentang pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas 

terselenggaranya suatu hiburan, sedangkan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula 

diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. 

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa 

terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:  

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, 

permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan 

bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap 

orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolahraga.  
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2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang 

bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas 

nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam 

menyelenggarakan suatu hiburan.  

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang 

menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar 

atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, 

karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri 

untuk melakukan tugas pengawasan.  

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya 

diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang 

diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar 

atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas 

penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama 

apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan 

langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam 

pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau 

seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, dan antara 

lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.  

5. Tanda masuk adalah semua tanda atua alat atau cara yang sah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan 

untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati 
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hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa 

tanda masuk yang dilegalisasi oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan. Termasuk tanda masuk di sini 

adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, 

misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu 

anggota (membership), dan sejenisnya.  

6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah 

bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang 

harus dibayar oleh penonton atau pengunjung. 

 

2.1.3.2  Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan 

1. Objek Pajak Hiburan 

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan 

dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa 

penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:  

a. Tontonan film  

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana  

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisny  

d. Pameran  

e. Diskotik, karoke, klab malam dan sejenisnya  

f. Sirkus, skrobat dan sulap  

g. Permainan bilyar, golf dan boling  

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permaianan 

ketangkasan  
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i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran  

j. Pertandingan olahraga 

 

2. Bukan Objek Pajak Hiburan 

Menurut Siahaan (2018) pada Pajak Hotel tidak semua 

pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42, 

penyelenggara hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan 

dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini 

misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan 

yang tidak dipungut bayaran. 

Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana 

dimaksud diatas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional 

dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya 

tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa 

keagamaan (religius). 

 

 2.1.3.3  Subjek dan Wajib Pajak Hiburan 

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menikmati hiburan, sedangkan yang merupakan wajib pajak hiburan 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan 

wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan 

merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak 
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sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang 

diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek 

pajak). 

 

 2.1.3.4  Dasar Hukum Pemungutan Pajak  Hiburan 

  Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan 

pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak 

Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Hiburan.  

4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang 

pajak hiburan.  

5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak 

hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah 

tentang pajak hiburan pada kabupaten/kota. 
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 2.1.3.5  Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

  Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang 

diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan 

tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

 

2.1.3.6  Tarif Pajak Hiburan 

  Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga 

puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemeintah 

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai 

dengan kondisi masing-masing daerah kabupatn/kota.  

Setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk 

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan 

kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima 

persen. Pajak Hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah 

kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-

masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis kota. 

Tarif pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan) 

sebagai berikut : 

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen).  
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau 

busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol 

persen) 
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3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau 

busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh 

persen)  
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau 

busana yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh 

persen) 
5.  Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/ 

tradisional sebesar 0% (nol persen)  
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas 

nasional sebesar 10% (sepuluh persen)  
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas 

internasional sebesar 10% (sepuluh persen)  
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial 

sebesar 0% (nol persen)  
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 

10% (sepuluh persen)  
10. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas 

local/tradisional sebesar 0% (nol persen)  
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas 

nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen)  
12. Tarif pajak untuk permainan bilyar yang menggunakan air 

conditioner (AC) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) 

dan permainan bilyar yang tidak menggunakan air 

conditioner (AC) dikenakan pajak 15% (lima belas 

persen).  
13. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas 

local/tradisional sebesar 0% (nol persen) 
14. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas 

nasional sebesar 10% (sepuluh persen)  
15. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas 

internasional sebesar 15% (lima belas persen) 
16. Tarif pajak untuk panti pijat, refleksi, mandi uap, dan 

pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 30% (tiga puluh 

persen)  
17. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam dan 

sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen) 
18. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas 

lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) 
19. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas internasional 

sebesar 15% (lima belas persen) 
20. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor dan 

permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) 
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Dengan ditetapkan tarif tersebut akan disesuaikan oleh 

Pemerintah Daerah dengan kebijakan masing-masing wilayah dimana 

tempat hiburan tersebut diselenggarakan dan dasar pengenaan atau 

perhitungan pajak hiburan ini akan berlandaskan pada Peraturan 

Daerah masing-masing dengan tarif regulasi yang telah ditetapkan 

Pemerintah Pusat  sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak. 

 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

  Pada penelitian ini selain berpedoman data-data yang diambil 

perusahaan, penulis juga mengambil dari penelitian penelitian terdahulu, 

yaitu : 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Susi Lawati 

(2018) 

Strategi Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Hiburan dalam Upaya 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Palembang 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan 

hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, implementasi strategi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam 

peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan: 

1) Memprioritaskan intensifikasi penerimaan 

pajak yang belum mencapai target. . 2) 

Mengembangkan Pendapatan potensial yang 

diarahkan ke jenis objek pajak daerah baru. 3) 

Prioritaskan pengembangan layanan pajak 

infrastruktur on-line. 4) Memberikan Hadiah 

dan Hukuman kepada aparat, faktor kedua dan 

pendukung yang mempengaruhi peningkatan 

pajak hiburan di kota meliputi: jumlah 

karyawan, pemantauan penggunaan tiket 

hiburan, pemeriksaan pajak daerah, 

ketersediaan fasilitas dan kegiatan infrastruktur 

, potensi peningkatan objek pajak hiburan, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
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faktor penghambat meningkatkan pajak hiburan 

di kota Palembang meliputi: 

Aldi Saputra, Novianita 

Rulandari 

(2020) 

Analisis Strategi 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Hiburan Pada Badan 

Pendapatan Daerah 

DKI Jakarta Tahun 

2019 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi di Badan Pendapatan 

Daerah DKI Jakarta 

adalah Melakukan kerja sama dengan instansi 

lain dalam melakukan penagihan, melakukan 

himbauan pendaftaran sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, memberikan 

himbauan, teguran hingga 

pemasangan stiker/plang terhadap wajib pajak 

yang setoran masanya belum dibayar, kemudian 

dilakukan kegiatan konfirmasi pembayaran 

terhadap wajib pajak yang tidak melakukan 

setoran masa, 

meningkatkan kualitas sumber daya dengan 

cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta 

meningkatkan kuantitas sumber daya dengan 

menambahkan jumlah pegawai. 

Marianus Vianey Dede, 

Poppy Indrihastuti, 

Yayuk Sulistyowaty 

(2021) 

Dampak Covid-19 

Terhadap Potensi Pajak 

Hiburan dan Kontribusi 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Batu 

(Studi Kasus Dinas 

Pendapatan Kota Batu) 

Potensi pajak hiburan dari tahun ke tahun 

sangat berperan penting dengan tujuan untuk 

dapat meningkatkan PAD. Kontribusi pajak 

daerah hiburan pada PAD di tahun 2020, dalam 

situasi Virus Corona-19 mengalami penurunan, 

dan juga penerimaan pajak hiburan dari tahun 

2018- 2020 belum optimal berdasarkan potensi 

yang ada. 

Eldi, Fauziah Rezky 

Nur Ayu 

(2022) 

Analisis Penerimaan 

Pajak Hiburan 

Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah Pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diajukan ditolak, karena menunjukkan 

hasil uji hipotesis yang positif namun tidak 

signifikan. Ini berarti Penerimaan Pajak 

Hiburan berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gowa. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengakibatkan daerah 

membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga konsekuensi Pemerintah 

Daerah harus berupaya secara maksimal untuk menggali sumber-sumber 

pendapatannya terutama pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak 

daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang 
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peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah, karena 

penerimaan dari pajak daerah tersebut dapat mencerminkan wujud nyata 

partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembagunan di 

daerahnya. Salah satunya adalah pajak hiburan yang merupakan pungutan atas 

penyelenggara suatu hiburan. Dari data yang diperoleh tahun 2017-2021, peneliti 

melihat adanya penurunan target dan realisasi pajak hiburan serta Pendapatan 

Asli Daerah Kota Medan, sehingga  memerlukan upaya atas penerimaan pajak 

hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 

Pajak Hiburan Kota Medan 

Gambar II.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedakan fenomena 

yang diamati di lapangan oleh peneliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan varibel dilapangan 

yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi, sifatnya hanya menggambarkan dan 

menjabaran temuan dilapangan. 

 Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci 

permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin 

seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Maka dari itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hiburan untuk meningkatkan 

Pendapatan asli Daerah kota Medan. 
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3.2 Definisi Operasional 

 Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah: 

1. Pajak Hiburan  

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara suatu hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

Penerimaan pajak hiburan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu sumber utama 

dari penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk meningkatkan 

pembangunan daerah. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas disentralisasi. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

  Dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral Besar H. Abdul 

Haris Nasution No. 32, Medan. 
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3.3.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian ini direncanakan pada Januari sampai dengan Juni tahun 

2022. Adapun jadwal peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut : 

 

Tabel III.1 

Jadwal Penelitian 

 

N

o 
Kegiatan 

2022 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                             

2 Riset Data                             

3 Bimbingan Proposal                             

4 Seminar Proposal                             

5 
Penyempurnaan 

Proposal 

                            

6 Pengumpulan Data                             

7 
Pengolahan dan Analisis 

Data 

                            

8 Bimbingan Skripsi                             

9 Sidang Skripsi                             

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Peneliti mengambil data primer melalui wawancara yang berupa 

tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertayaan-

pertanyaan yang terkait dengan pajak hiburan kepada pihak Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sub Bidang Pajak 

Hiburan. 
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Table III.2 

Kisi-Kisi Wawancara 

 

No Fokus Masalah Total Pertanyaan 

1 Penerimaan pajak hiburan  3 

2 
Faktor penyebab penurunan anggaran dan 

wajib pajak hiburan  
2 

3 Sisitem Pemungutan pajak hiburan 2 

4 
Masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pemungutan pajak hiburan 
3 

5 
Penyebab wajib pajak hiburan tidak 

melaporkan  
2 

6 

Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak hiburan 

di kota Medan 

2 

 

2. Data Skunder 

Peneliti mengambil data skunder melalui dokumentasi dengan 

pengumpulan data-data berupa dokumen dari pihak Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Sub Bidang Pajak Hiburan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Analisis Dekstiptif. yaitu metode analisis yang digunakan dengan 

mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis 

data sehingga memberikan suatu gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. 

 Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data Target dan Realisasi 

serta Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2019-2020. 
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2. Melakukan wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan. 

3. Mengindentifikasi hasil wawancara dan data-data 

4. Menganalisis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah pada hasil data dan wawancara. 

5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 DESKRIPSI DATA 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 1 bahwa tujuandari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan Pemerintah untuk 

mengoptimalkan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan. 

Penelitian ini bertempat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan karena tempat tersebut merupakan tempat pengelolaan pajak dan 

retribusi daerah. Dipilihnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

adalah karena sebagai tempat melaksanakan magang dan memiliki koordinasi 

Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta 

pendapatan lainnya. Serta rutin menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, 

perencanaan, pengembangan pajak, retribusi daerah serta pendapatan lainnya 

serta memfasilitasi dan sering berkerja sama dengan instansi, unit kerja, swasta 

dan lembaga terkait. 

Pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan wawanacara dan 

dokumentasi. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bersama 

dengan salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan yang turun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak hiburan 

yang terkait. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang 

diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

berupa data-data jumlah wajib pajak hiburan, realisasi dan target pajak hiburan, 



36 
 

 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Data-data pajak hiburan yang diambil 

yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yang dikemudian di analisis 

untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini.  

 

4.2  ANALISIS DATA 

4.1.1 Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 

Pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan terbesar pada 

pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan. Namun penerimaan pajak hiburan juga mengalami penurunan 

yang sangat besar pada realisasi dan target pajak hiburan.  

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan 

dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang 

diberikan bersama pihak-pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 

tertentu. Analisis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak 

hiburan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota 

Medan.  

Berikut adalah rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan 

pajak hiburan  

 

Keterangan :   X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 

    Z = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

 

Kontribusi = 
𝑋

𝑍
× 100% 
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Tabel IV.1 

Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah) 

 

Tahun Realisasi Pajak Hiburan 
Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah  

Kontribusi 

% 

2017 37.725.171.779 1.380.349.594.488 2,73 

2018 43.079.908.039 1.308.458.605.694 3,29 

2019 43.768.753.146 1.463.915.001.282 2,98 

2020 14.648.947.982 1.183.705.744.101 1,24 

2021 11.145.988.400 1.528.643.673.796 0,73 

Rata-Rata 2,19% 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah) 

 

Berdasarkan data pada tabel IV.1 hasil perhitungan kontribusi 

pajak hiburan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktasi. Pada tahun 

2017 tingkat kontribusi pajak hiburan sebesar 2,73%. Tahun 2018 

kontribusi mengalami kenaikan sebesar 3,29%. Kontribusi pajak hiburan 

pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,98%. Pada tahun 2020 

juga terjadi penurunan kontribusi pajak hiburan yang sangat signifikan 

sebesar 1,24%. Tahun 2021 kontribusi pajak hiburan juga mengalami 

penurunan seesar 0,73%. 

Dari data-data yang telah diuraikan tersebut, penerimaan pajak 

hiburan yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

kota Medan mengalami penurunan. Dilihat juga pada tahun 2020-2021 

terjadi penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya yang 

disebabkan karena wajib pajak pada tahun tesebut juga mengalami 

penurunan. 
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4.1.2 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 

 Analisis laju pertumbuhan penerimaan digunakan untuk melihat 

seberapa besarnya pertumbuhan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah kota Medan. 

Tabel IV.2 

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Medan Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah) 

 

Tahun 
Realisasi Pajak 

Hiburan 
Pertumbuhan 

Laju 

Pertumbuhan 

% 

2017 37.725.171.779 - - 

2018 43.079.908.039 5.354.763.260 14,19% 

2019 43.768.753.146 688.845.107 0,16% 

2020 14.648.947.982 -29.119.895.164 -66,53% 

2021 11.145.988.400 -3.502.959.582 -23,91% 

Rata-Rata -6.644.811.594,75 -19,02% 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah) 

 

Hasil dari persentase pertumbuhan diatas dihasilkan dari rumus 

berikut : 

 

Keterangan :  GX  = Laju pertumbuhan pajak hiburan per tahun 

Xt = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada 

tahun tertentu 

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada 

tahun sebelumnya 

 

 

 

GX = 
𝑋𝑡−𝑋(𝑡−1)

𝑋(𝑡−1)
× 100% 
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Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan 

pajak hiburan di kota Medan pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. 

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hiburan kota Medan pada tahun 

2017-2021 sebesar -19,02%. 

 

4.1.3 Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 

Tingkat efektifitas pajak hiburan dihitung dengan membandingkan 

antara target awal dan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan realisasi yang telah didapat 

setiap tahunnya. Semakin tinggi efektifitas pajak hiburan yang dicapai 

menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka tingkat 

efektifitas semakin baik. Besarnya tingkat efektifitas dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut 

 

 

Tabel IV.3 

Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan Tahun 2017-2021 

(dalam Rupiah) 

 

Tahun 
Target Penerimaan Pajak 

Hiburan 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Hiburan 
% 

2017 38.808.417.000 37.725.171.779 97,21 

2018 43.000.000.000 43.079.908.039 100,18 

2019 45.300.000.000 43.768.753.146 96,62 

2020 32.530.000.000 14.648.947.982 45,03 

2021 27.397.852.130 11.145.988.400 40,68 

Rata-Rata 75,94 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Diolah) 

 

Efektifitas =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛
 × 100% 
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Berdasarkan tabel IV.3 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak 

hiburan di kota Medan pada tahun 2017 sebesar 97,21%. Meningkat pada 

tahun 2018 sebesar 100%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 

96%. Pada tahun 2020 tingkat efektifitas kembali mengalami penurunan 

yang sangat signifikan sebesar 45,03%. Begitu juga ditahun 2021 

kembali mengalami penurunan sebesar 40,63%. 

Perkembangan efektifitas pajak hiburan pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan, 

oleh karena itu mempengaruhi naik turunnya tingkat efektifitas pajak 

hiburan.  

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan 

 Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak 

paling besar ke-3 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota 

Medan. Untuk mengetahui tngkat kontibusi pada pajak hiburan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan indikator pada 

tabel berikut : 
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Tabel IV.4 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

 
No Persentase Kriteria 

1 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 

2 10,10 %  - 20 % Kurang 

3 20,10 % - 30 % Sedang 

4 30,10 % - 40 % Cukup Baik 

5 40,10 % - 50 % Baik 

6 > 50 % Sangat Baik 

Sumber:  Depdagri, Kepmendagri No.690.900.329 (Dantes & Lasminiasih, 

2021) 

 

Klasifikasi kriteria kontribusi diatas, kontribusi penerimaan pajak 

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Medan pada tabel IV.3 

menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan pada tahun 2017-

2022 sebesar 2,19 %, termasuk dalam persentase 0,00 % - 10 % 

tergolong sangat kurang berkontribusi dalam meningkakan Pendapatan 

Asli Daerah kota Medan.   

 Penurunan tersebut terjadi karena belum optimalnya penerimaan 

pajak hiburan sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak jenis pajak hiburan 

yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota 

Medan tidak beroperasional lagi atau tutup. Penyebabnya berbagai 

macam diantaranya tidak mampu untuk membayar karyawan dan pajak 

atas tempat hiburan tersebut karena omset yang didapatkan sedikit. Oleh 

karena itu berdasarkan data pada tabel IV.1 dan hasil wawancara, tingkat 

kontribusi yang dihasilkan pada tahun 2017-2021 tergolong sangat 

kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan. 
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4.2.2 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan 

Laju pertumbuhan dalam pajak hiburan dijadikan sebagai landasan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerimaan pajak hiburan itu 

sendiri. Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan pada tabel IV.2 dapat 

dideskripsikan dengan menggunakan tabel kriteria laju pertumbuhan 

berikut ini : 

Tabel IV.5 

Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan 

 
No Persentase Kriteria 

1 85 % - 100 % Sangat Berhasil 

2 70 % - 85 % Berhasil 

3 55 % - 70 % Cukup Berhasil 

4 30 5 – 55 % Kurang Berhasil 

5 < 30 % Tidak Berhasil 

Sumber:  Halim  (Nurdiansyah et al., 2019) 

 

Data pada tabel IV.2 menunjukkan hasil yang fluktuatif. 

Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017-2021 disetiap tahunnya 

mengalami penurunan. Pada tabel IV.5 rata-rata hasil laju pertumbuhan 

tahun 2017-2021 dikategorikan tidak berhasil karena termasuk pada 

persentase < 30 % dengan rata-rata sebesar -19,02 %.  

Ketidakberhasilan pertumbuhan pajak hiburan tersebut karena 

penurunan realisasi yang sangat jauh dari sebelumnya dan tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan walaupun target telah diturunkan 

dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

penyebabnya karena banyak wajib pajak hiburan yang menutup usaha 

mereka karena kecilnya omset yang didapat sehingga tidak mampu 
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membayar pegawai dan pajak terutang. Oleh karena itu, Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih harus berupaya untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan 

Pendaparan Asli Daerah Kota Medan.  

 

4.2.3  Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan 

Tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan dilihat dari 

perhitungan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan 

oleh Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan 

realisasi atau penerimaan yang telah didapat setiap tahunnya. Jika 

semakin tinggi tingkat efektivitas pajak hiburan yang dicapai maka 

tingkat efektivitas semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat efektivitas 

pajak hiburan semakin rendah maka tingkat efektivitas semakin buruk. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektifitas 

penerimaan pajak hiburan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.6 

Klasifikasi Kriteria Efektifitas 

 
No Persentase Kriteria 

1 > 100 % Sangat Efektif 

2 90 % - 100 % Efektif 

3 80 % - 90 % Cukup Efektif 

4 60 % - 80 % Kurang Efektif 

5 < 60 % Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006 (Talondong 

et al., 2018) 

 

Dari tabel IV.3, terlihat bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan 

tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 100,18% yang dikategorikan 

sangat efektif, sedangkan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 
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2021 sebesar 40,68% yang dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 

2020 yaitu sebesar 45,03%. Oleh karena itu, berdasarkan tabel IV.6 rata-

rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan di kota Medan pada 

tahun 2017-2021 sebesar 75,94 % dikategorikan kurang efektif karena 

termasuk dalam rating 60 % - 80 %. 

Adapun kurang efektifnya tingkat efektifitas pada pajak hiburan  

adalah karena ketidakberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan dalam pemungutan pajak hiburan. Kendala yang 

dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak hiburan adalah kesadaran 

diri wajib pajak hiburan tersebut. Akibatnya terjadinya penurunan 

penerimaan pajak hiburan yang berdampak pada tingkat efektifitas 

penerimaan pajak hiburan. 

Oleh karena itu, dibutuhkannya upaya yang harus dilakukan 

pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Hal ini 

menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan masih harus berupaya menggali potensi pajak hiburan agar dapat 

meningkatkan penerimaan pajak hiburan. 
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4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Penerimaan Pajak 

Hiburan Kota Medan 

Penerimaan pajak hiburan berdasarkan data-data yang di Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan mengalami 

penurunan. Banyak masalah yang timbul pada penerimaan pajak hiburan, 

berikut faktor-faktor penyebab penurunan penerimaan pajak hiburan di 

kota Medan : 

a. Jumlah jenis pajak hiburan yang menurun. 

b. Kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan atas kewajiban 

membayar pajak dengan tarif yang telah ditetepkan. 

c. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan usaha 

mereka dan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak 

hiburan yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan 

pajaknya tepat waktu sehingga wajib pajak tidak 

melaporkan usahanya. 

d. Kurangnya omset yang di dapatkan karena sedikit 

pengunjung yang datang. 

 

Dengan berbagai permasalahan yang timbul tersebut, seharusnya 

ada kerjasama yang timbul antara wajib pajak hiburan dan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar dapat mengatasi 

permasalahan dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 
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4.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan 

Sistem pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Darah kota Medan dilakukan dengan 2 

cara yaitu secara online dan offline. Tetapi Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan adalah lebih mengoptimalkan pada sistem 

online dengan tata cara dan proses pemungutan tetap berpedoman dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Karena dengan  sistem 

online, wajib pajak hiburan tidak perlu datang ke Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah kota Medan lagi, cukup dari rumah saja untuk 

membayar kewajiban perpajakannya. 

Pelayanan wajib pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan wajib 

pajak yang optimalkan dengan pemanfaatan pengguaan teknologi secara 

online yaitu melalui aplikasi yang telah disediakan. Diharapkan dengan 

adanya sistem pemungutan yang dilakukan secara online tersebut dapat 

mempermudah pembayaran atas kewajiban perpajakan dan tidak ada lagi 

yang mangkir dan malas untuk membayar pajak sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 
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4.2.4 Masalah dan Solusi dalam Pemungutan Pajak Hiburan Kota 

Medan 

Permasalahan terjadi dalam pemungutan yang dilakukan secara 

online adalah kurangnya pemahaman wajib pajak hiburan pada teknologi 

karena sistem tersebut masih menjadi hal yang jarang dilakukan bagi 

wajib pajak hiburan sehingga mengalami sedikit kesulitan dalam 

membayar pajak dan pelaporan wajib pajak hiburan.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah kota Medan melakukan sosialisasi penggunaan 

aplikasi kepada wajib pajak hiburan. Sosialisasi tersebut dilakukan secara 

online kepada wajib pajak hiburan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

membayar kewajiban pajak.  

Namun, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan optimal 

dan masih banyak wajib pajak hiburan yang belum mengerti untuk 

menggunakan aplikasi secara online. Oleh karena itu dibutuhkannya 

tindakan lebih lanjut seperti asistensi atau pendampingan yaitu dengan 

cara ikut mendampingi wajib pajak hiburan yang agar membayar dan 

pelaporan atas pajaknya. Dengan demikian wajib pajak lebih mudah 

untuk mengerti bagaimana cara membayar kewajiban pajaknya dan 

pelaporan atas pajaknya yang dilakukan secara online. 
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4.2.5 Upaya Mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota 

Medan pada pajak hiburan adalah dengan cara intensifikasi dan 

ekstensifikasi.  

Cara intensifikasi yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan pada wajib pajak hiburan dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta 

penyelidikan pada wajib pajak hiburan. Dengan intensifikasi ini Badan 

Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kota Medan dapat mencermati 

apakah wajib pajak hiburan tersebut telah melaporkan wajib pajak 

seluruh obyek pajak dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak. 

Intensifikasi ini berasal dari kesungguhan wajib pajak hiburan tersebut, 

karena untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah berasal dari kesadaran dari wajib pajak hiburan 

itu sendiri. 

Kemudian cara ekstensifikasi adalah dengan melakukan pendataan 

dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan 

yang berlaku terkait pajak daerah kepada wajib pajak hiburan terutama 

wajib pajak hiburan yang usahanya belum terdaftar dan belum 

melaksanakan kewajiban perpajakannya agar segera mendaftarkan atas 

usahanya tersebut. Selain itu, dilakukan dengan cara menggali potensi 

yang dimiliki oleh wajib pajak hiburan untuk mengetahui daya kekuatan, 
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kesanggupan, atau kemampuan yang dimiliki pada wajib pajak hiburan 

agar dapat memperhitungkan besarnya target untuk tahun berikutnya 

sehingga penerimaan pajak hiburan dapat meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis pajak hiburan, realisasi dan target penerimaan pajak hiburan, target 

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama 5 tahun terakhir 

(tahun 2017-2021) mengalami penurunan.  

2. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan pada tahun 2017-2021 bersifat fluktasi yang tergolong kriteria 

sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan. 

3. Laju pertumbuhan jenis pajak hiburan mengalami penurunan sehingga 

berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan. 

4. Laju pertumbuhan selama 5 tahun terakhir menurun bahkan pada 2 tahun 

terkahir laju pertumbuhan menjadi minus, penyebabnya adalah realisasi 

penerimaan lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Sehingga 

dikategorikan tidak berhasil. 

5. Perkembangan efektifitas penerimaan pajak hiburan pada 5 tahun terakhir 

mengalami penurunan yang dapat dikategorikan kurang efektif. 
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6. Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan ekstensifikasi dan 

intensifikasi, serta lebih optimalisasikan sistem pembayaran dan pelaporan 

secara online. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya 

walaupun dengan situasi dan kondisi yang terjadi kerena Badan Pengelola 

Pajak dan Retribsui Daearah Kota Medan sudah ada memiliki cara untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi. 

2. Seharusnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

dalam menggali potensi yang dimiliki wajib pajak hiburan dan 

pengawasan terhadap wajib pajak hiburan perlu di tingkatkan lagi agar 

tidak terjadi penurunan penerimaan di tahun berikutnya. 

3. Diperlukannya sistem sanksi yang tegas untuk mengatasi wajib pajak 

hiburan yang mangkir dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya 

agar memberi efek jera sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan 

tepat waktu.  

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas ruang lingkup 

penelitiannya dan melengkapi data-data yang belum digunakan pada 

penelitian ini. 
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5.3  Keterbatasan 

 Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yakni sebagai 

berikut : 

1. Tidak adanya data Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan dan hanya menyediakan data-data pajak 

daerah. 

2. Teknik analisis data pada penelitian ini hanya melakukan wawancara 

kepada pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

yang turun langsung kelapangan saja dan tidak mewawancarai wajib pajak 

hiburan. 

3. Dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadi kesulitan karena 

harus menyesuaikan waktu luang pewagai Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan agar tidak terganggu urusan pekerjaan 

mereka. 
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PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah cara menentukan target pajak hiburan di Kota Medan? 

Jawab : Dalam menentukan target pajak hiburan, Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan terlebih dahulu melakukan 

potensi dan proyeksi yang berasal dari wajib pajak hiburan, 

kemudian melalui Wali Kota Medan meneruskan atau 

menyampaikan kepada DPR. Setelah itu penentuan target pajak 

hiburan adalah Pemerintah yang didampingi Wali Kota dan 

DPR. 

 

2. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang 

telah ditetapkan selama pandemic Covid-19? Apakah mencapai target? 

Jika tidak, mengapa demikian?  

Jawab : Realisasi penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic pada 

tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kerena 

pajak hiburan paling terdampak selama masa pandemic Covid-

19 disebabkan banyaknya jenis hiburan yang tidak boleh 

beroperasi selama masa pandemic Covid-19. 

 

3. Pada data penerimaan pajak hiburan, terjadi penurunan selama masa  

pandemic Covid-19 (pada tahun 2020). Bagaimanakah penurunan 

penerimaan tersebut? 

Jawab : Penerimaan pajak hiburan hiburan selama masa pandemic 

Covid-19 pada tahun 2020 hanya menerima sebesar 45% dan 

tidak mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun target 

pajak hiburan pada tahun 2020 telah diturukan. 

 

 

 

 



 

 

4. Apakah penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak hiburan selama 

masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Karena adanya himbauan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat untuk tidak keluar rumah selama masa pandemic Covid-19 

sehingga banyak jenis hiburan yang tidak beroperasi dan tutup.  

 

5. Apakah ada perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan selama 

masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Iya, terjadi perbedaan antara sebelum dan selama masa 

pandemic Covid-19. 

 

6. Karena mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan selama masa 

pandemic Covid-19, bagaimanakah system pemungutan pajak hiburan 

selama masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Sistem atau tata cara pemungutan pajak hiburan di kota Medan 

tidak ada perubahan dan sesuai dengan peraturan Undang-

Undang, tetapi pelayanannya memanfaatan teknologi secara 

online, seperti melaporkan usaha dan membayar secara online 

melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengurangi 

kontak fisik selama masa pandemic Covid-19. 

 

7. Apakah terjadi kendala/masalah dalam pemungutan pajak hiburan selama 

masa pandemic Covid-19? Kalau iya, bagaimana solusi atas 

kendala/masalah tersebut? 

Jawab : Iya, terjadi kendala. Karena kurangnya pemahaman wajib pajak 

hiburan tentang teknologi yang berbasis online. Dengan 

permasalahan tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan mengadakan sosialisasi ke berbagai wajib 

pajak hiburan tentang bagaimana cara melaporkan dan 

membayar kewajiban pajak secara online. 

 



 

 

8. Penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Bagaimanakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama 

masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa 

pandemic Covid-19 mengalami penurunan penerimaan maupun 

target yang ditetapkan. 

 

9. Apakah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa 

pandemic Covid-19 mencapai target? Jika tidak, mengapa demikian? 

Jawab : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa 

pandemic Covid-19 turun sebesar 50% dan tidak mencapai 

target. Karena penerimaan  pajak daerah dikota Medan selama 

masa pandemic Covid-19 mengalami penurunan. 

 

10. Bagaimanakah perbandingan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan sebelum dan selama masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan terjadi 

perbandingan yang sangat jauh selama masa pandemic Covid-19 

dengan sebelum masa pandemic Covid-19, walaupun realisasi 

dan target telah diturunkan selama masa pandemic Covid-19. 

 

11. Apakah penurunan penerimaan pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan ada hubungannya dengan wajib pajak hiburan? 

Jawab : Iya, ada hubungan dengan wajib pajak hiburan. 

 

12. Jika ada, apa yang menyebabkan wajib pajak hiburan tersebut tidak 

membayar/melaporkan usaha mereka? 

Jawab : Karena selama masa pandemic Covid-19, jam operasional usaha 

dibatasi sehingga pendapatan atas hiburan tersebut mengalami 

penurunan, dan ada beberapa wajib pajak yang melaporkan 

untuk penutupan usaha karena tidak mampu membayar pajak 

dan gaji karyawan. 



 

 

13. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak hiburan? 

Jawab : Dengan cara langsung ke lokasi wajib pajak hiburan yang 

terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan, kemudian melakukan pemeriksaan dengan surat tugas, 

setelah itu jika ada telah sesuai dengan prosedur pembayaran 

pajak, maka dengan itu wajib pajak hiburan harus membayar 

kewajiban perpajakan. 

 

14. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kembali 

penerimaan pajak hiburan selama masa pandemic Covid-19? 

Jawab : Dengan memeriksa wajib pajak hiburan, sidak ke tempat wajib 

pajak hiburan yang terdaftar, dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi 

yaitu menggali potensi wajib pajak hiburan seperti, 

memaksimalkan potensi wajib pajak hiburan, jika ada wajib 

pajak hiburan yang belum mendaftarkan usaha akan di 

daftarkan, dan membuat surat panggilan wajib pajak hiburan 

tersebut. Tetapi untuk mengatasi jam operasional, Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tetap 

mengikuti peraturan Pemerintah selama masa pandemic Covid-

19. 

 

15. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kembali 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama masa pandemic 

Covid-19? 

Jawab : Dengan cara mengoptimalkan terlebih dahulu semua pajak 

daerah termasuk pajak hiburan, yaitu memaksimalkan potensi 

setiap wajib pajak daerah. 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


